
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi  

Volume 2 Nomor 1 Oktober 2024, Page 27-32 
ISSN 3046-4897 (media online) 

Andi Risyansyah, et al, Copyright © 2024, Ateku, Page 27  
Pengaruh Digitalisasi Administrasi Peradilan terhadap Akses Keadilan Masyarakat di Indonesia: … 

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Peradilan terhadap 
Akses Keadilan Masyarakat di Indonesia: Tantangan dan 

Peluang 

 

Andi Risyansyah1*, Fricles A. Sianturi2, Muhammad Zainal Akbar3 

1,3,Ilmu Hukum, Universitas Labuhan, Sumatera Utara, Indonesia 
2Teknologi Informasi, Universitas Tjut Nyak Dhien, Suamtera Utara, Indonesia 

 
Email Korespondensi : atekujurnal.uhn.ac.id  

 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi 
peradilan terhadap akses keadilan masyarakat di Indonesia, dengan fokus pada 
tantangan yang dihadapi serta peluang yang muncul seiring dengan implementasi 
teknologi dalam sistem peradilan. Digitalisasi administrasi peradilan diharapkan 
dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum, serta 
memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. 
Namun, implementasi teknologi ini juga membawa tantangan terkait kesenjangan 
digital, terbatasnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta perbedaan 
tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat peradilan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa 
pengadilan di Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem digital, 
termasuk pengadilan tingkat pertama dan banding di beberapa wilayah. Data 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, staf pengadilan, 
pengacara, serta masyarakat yang terlibat dalam proses hukum. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi peradilan dapat mempermudah 
akses ke pengadilan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses peradilan, serta 
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perkara. Meskipun demikian, 
masih terdapat tantangan besar, seperti ketimpangan digital antara daerah urban 
dan rural, terbatasnya akses internet yang memadai, serta keterbatasan dalam 
penggunaan sistem digital di kalangan beberapa aparat peradilan dan 
masyarakat. Temuan ini juga mengidentifikasi peluang besar dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan hukum, efisiensi biaya, serta keterbukaan 
informasi yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 
Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan infrastruktur 
teknologi, peningkatan pelatihan dan literasi digital untuk aparat peradilan dan 
masyarakat, serta kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa 
digitalisasi administrasi peradilan dapat memberikan manfaat yang optimal dan 
merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Kata Kunci : Digitalisasi, administrasi peradilan, akses keadilan, tantangan, 
peluang, inklusivitas. 
 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the impact of digitalization in court administration on 
public access to justice in Indonesia, focusing on the challenges faced and the 
opportunities emerging with the implementation of technology in the judicial 
system. Digitalization in court administration is expected to enhance efficiency, 
transparency, and accountability in the legal system, as well as broaden access 
to justice for the public across Indonesia. However, this technological 
implementation also brings challenges such as the digital divide, limited 
technological infrastructure in remote areas, and varying levels of digital literacy 
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among both the public and judicial staff. The study adopts a qualitative approach 
using case study methodology, examining several courts in Indonesia that have 
implemented digital systems, including first-instance and appellate courts in 
various regions. Data were collected through in-depth interviews with judges, 
court staff, lawyers, and members of the public involved in legal processes. The 
findings suggest that digitalization in court administration facilitates access to 
courts, reduces bureaucracy, accelerates legal proceedings, and improves 
transparency in case management. Nevertheless, significant challenges remain, 
including the digital divide between urban and rural areas, limited internet access, 
and inadequate use of digital systems by some judicial staff and the public. The 
study also identifies significant opportunities to improve legal services, reduce 
costs, and increase public trust in the judicial system through enhanced 
transparency. Therefore, the study recommends strengthening technological 
infrastructure, improving digital literacy and training for judicial staff and the public, 
and implementing more inclusive policies to ensure that the digitalization of court 
administration provides optimal and equitable benefits for all segments of society 

Keywords : Digitalization, court administration, access to justice, challenges, 
opportunities, inclusivity. 

 
1. PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 
digitalisasi telah merambah hampir semua sektor 
kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. 
Proses digitalisasi administrasi peradilan di 
Indonesia merupakan langkah penting dalam 
memperbaiki kualitas layanan hukum, 
mempercepat proses peradilan, dan 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap 
keadilan. Berbagai inovasi digital telah 
diperkenalkan, seperti e-filing, e-court, dan sistem 
informasi perkara berbasis web, yang 
memungkinkan masyarakat mengakses informasi 
perkara secara online, serta mengurangi interaksi 
langsung dengan pihak pengadilan (Sunaryo et al. 
2023). Seiring dengan upaya pemerintah 
Indonesia untuk memperbaiki sistem peradilan, 
terdapat kesenjangan dalam implementasi 
digitalisasi yang belum sepenuhnya merata. Hal 
ini mendorong pentingnya penelitian lebih lanjut 
untuk menilai sejauh mana digitalisasi 
administrasi peradilan dapat mempengaruhi 
akses keadilan bagi masyarakat, serta tantangan 
dan peluang yang muncul dari penerapan 
teknologi ini. Namun demikian, meskipun 
digitalisasi administrasi peradilan menawarkan 
banyak keuntungan, tantangan besar tetap ada, 
terutama dalam hal kesenjangan digital antara 
wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan 
infrastruktur teknologi, serta rendahnya tingkat 
literasi digital di kalangan sebagian masyarakat 
dan aparat peradilan. Di sisi lain, masih banyak 
masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan 
manfaat digitalisasi ini karena keterbatasan akses 
terhadap internet dan perangkat teknologi yang 
memadai (Gunawan 2022). 

Berbagai penelitian sebelumnya telah 
mengkaji pengaruh teknologi dalam sistem 
peradilan, meskipun dengan fokus yang beragam. 
Sebuah studi oleh (Smith and Jones 2018) 
menunjukkan bahwa penerapan teknologi 
informasi dalam peradilan dapat meningkatkan 
efisiensi proses peradilan, mempercepat 
penyelesaian perkara, serta mengurangi biaya 
operasional pengadilan. Studi lainnya oleh (Bank 
2020) menekankan pentingnya keberhasilan 
implementasi e-court sebagai solusi atas masalah 
keterlambatan proses peradilan dan pengurangan 
biaya yang tinggi dalam prosedur pengadilan 
tradisional. Penelitian oleh (Nugroho, Setiawan, 
and Yulianto 2020) menunjukkan bahwa 
digitalisasi dalam sistem peradilan Indonesia 
mampu mempercepat proses administrasi, 
mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan 
transparansi. Namun, penelitian tersebut juga 
mencatat adanya kesenjangan antara daerah 
yang memiliki akses teknologi yang baik dan 
daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur 
digital. Sementara itu, penelitian oleh (Satria and 
Dewi 2021) menyoroti bahwa masyarakat di 
daerah terpencil masih kesulitan dalam 
mengakses layanan peradilan secara digital, 
terutama akibat keterbatasan akses internet dan 
literasi digital. 

Selain itu, riset oleh (Rahardjo 2017) 
menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi 
peradilan dapat meningkatkan tingkat 
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, 
dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi. 
Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak 
cukup mendalam dalam membahas tantangan 
praktis yang dihadapi oleh aparat peradilan dalam 
mengimplementasikan sistem digital, baik dari sisi 
sumber daya manusia maupun teknis.  
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Penelitian yang dilakukan oleh (Zulfikar 
2020) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi 
dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, ketidaksetaraan dalam akses 
teknologi masih menjadi tantangan utama. Oleh 
karena itu, studi ini menyoroti pentingnya evaluasi 
lebih lanjut terhadap dampak digitalisasi terhadap 
akses keadilan dan bagaimana teknologi dapat 
lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Meskipun banyak penelitian sebelumnya 
yang telah membahas berbagai aspek digitalisasi 
administrasi peradilan, sebagian besar penelitian 
tersebut lebih berfokus pada aspek teknis dan 
efisiensi proses peradilan, tanpa secara 
mendalam mengeksplorasi pengaruhnya 
terhadap akses keadilan bagi masyarakat secara 
keseluruhan. Sebagian besar juga belum 
membahas secara komprehensif tentang 
tantangan dan peluang yang muncul akibat 
digitalisasi dalam konteks Indonesia, terutama 
dengan mempertimbangkan aspek geografis dan 
sosial ekonomi yang mempengaruhi akses 
masyarakat terhadap teknologi. 

Studi ini akan mengisi kesenjangan 
penelitian dengan fokus pada evaluasi dampak 
digitalisasi administrasi peradilan terhadap akses 
keadilan di Indonesia, dengan penekanan pada 
tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di 
daerah terpencil dan miskin digital, serta 
mengeksplorasi peluang yang dapat 
dimanfaatkan untuk memastikan pemerataan 
akses keadilan. Dengan demikian, penelitian ini 
memberikan kontribusi baru yang memperluas 
pemahaman tentang bagaimana digitalisasi dapat 
merata dan inklusif dalam memberikan akses 
keadilan di seluruh Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi 
peradilan terhadap akses keadilan masyarakat di 
Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan 
peluang yang muncul akibat penerapan teknologi 
dalam sistem peradilan. Secara lebih spesifik, 
penelitian ini bertujuan untuk Menilai pengaruh 
digitalisasi administrasi peradilan terhadap 
efisiensi dan transparansi sistem peradilan di 
Indonesia, Mengidentifikasi tantangan yang 
dihadapi oleh masyarakat dan aparat peradilan 
dalam mengakses dan mengimplementasikan 
sistem digital, Menganalisis peluang yang 
ditawarkan oleh digitalisasi untuk meningkatkan 
akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di 
daerah-daerah terpencil, serta Memberikan 
rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah 
strategis untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam 
meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan 
masyarakat di Indonesia. 

 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 
untuk menggali pemahaman yang mendalam 
mengenai pengaruh digitalisasi administrasi 
peradilan terhadap akses keadilan masyarakat, 
serta tantangan dan peluang yang muncul dalam 
implementasinya. Studi kasus dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk meneliti fenomena 
ini dalam konteks yang spesifik, yaitu pengadilan-
pengadilan yang telah mengimplementasikan 
digitalisasi administrasi peradilan di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di beberapa pengadilan di 
Indonesia yang telah mengadopsi sistem digital 
dalam administrasi peradilannya, termasuk 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di 
berbagai daerah, baik di wilayah urban maupun 
rural. Partisipan penelitian terdiri dari: 
1. Pejabat pengadilan, termasuk hakim, panitera, 

dan staf administrasi, yang terlibat langsung 
dalam pengelolaan administrasi peradilan 
berbasis digital. 

2. Pengacara yang mewakili klien dalam proses 
peradilan dan menggunakan sistem digital 
dalam proses hukum. 

3. Masyarakat pengguna layanan peradilan, yang 
diwakili oleh pihak yang pernah mengakses 
layanan peradilan secara langsung melalui 
platform digital. 

Data penelitian dikumpulkan 
menggunakan tiga teknik utama: 
1.  Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan pejabat 
pengadilan, pengacara, dan masyarakat 
untuk menggali pengalaman, pandangan, 
dan persepsi mereka terhadap digitalisasi 
administrasi peradilan. Wawancara ini 
bersifat semi-terstruktur, dengan pertanyaan 
yang dirancang untuk memberikan 
fleksibilitas dalam memperoleh data kualitatif 
yang kaya. 

2. Studi Dokumentasi 
Peneliti juga melakukan studi dokumentasi 
terhadap kebijakan terkait digitalisasi 
peradilan yang telah diterapkan di berbagai 
pengadilan. Dokumen yang dikaji mencakup 
regulasi pemerintah, pedoman teknis, 
laporan evaluasi implementasi digitalisasi, 
serta data statistik terkait jumlah perkara 
yang ditangani secara digital. 

3. Observasi Partisipatif 
Peneliti melakukan observasi langsung 
terhadap proses administrasi peradilan 
berbasis digital di pengadilan yang menjadi 
lokasi penelitian. Observasi ini bertujuan 
untuk memahami implementasi teknis dan 
alur kerja administrasi peradilan yang telah 
didigitalisasi. 
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Instrumen utama dalam penelitian ini adalah 
pedoman wawancara semi-terstruktur, yang 
disusun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian. 
Pedoman wawancara ini mencakup pertanyaan 
yang mengarah pada: 
1. Dampak digitalisasi terhadap efisiensi dan 

transparansi administrasi peradilan. 
2. Tantangan yang dihadapi oleh aparat 

peradilan dan masyarakat dalam mengakses 
dan menggunakan sistem digital. 

3. Peluang yang terbuka bagi peningkatan akses 
keadilan bagi masyarakat melalui digitalisasi. 

4. Peran regulasi dan kebijakan pemerintah 
dalam mendukung implementasi digitalisasi 
peradilan. 
Penelitian ini terbatas pada pengadilan yang 

telah mengimplementasikan sistem digital, 
sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 
digeneralisasi untuk pengadilan yang belum 
mengadopsi digitalisasi. Selain itu, penelitian ini 
berfokus pada perspektif aparat peradilan, 
pengacara, dan masyarakat yang terlibat 
langsung dalam proses hukum, sehingga mungkin 
tidak mencakup pengalaman seluruh masyarakat 
Indonesia secara luas. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis 
Penelitian ini menghasilkan beberapa 

temuan penting yang dirangkum sebagai berikut. 
Data menunjukkan bahwa pengadilan yang 

telah mengadopsi sistem digital, seperti e-Court 
dan e-Litigation, mengalami peningkatan efisiensi 
yang signifikan dalam penanganan perkara. 
Sebagai contoh, pengadilan negeri X berhasil 
memangkas rata-rata waktu penyelesaian perkara 
sebesar 30% dibandingkan dengan sistem 
manual. Hal ini juga tercermin dari data yang 
menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang 
diproses secara elektronik sebesar 45% dalam 
tiga tahun terakhir (2019-2022). Tantangan utama 
yang ditemukan adalah ketimpangan akses digital 
di wilayah rural dibandingkan dengan urban. 
Berdasarkan wawancara, 70% responden dari 
wilayah rural melaporkan kesulitan dalam 
mengakses sistem e-Court akibat infrastruktur 
internet yang buruk. Selain itu, masyarakat 
dengan tingkat literasi digital rendah merasa 
kesulitan memahami prosedur administrasi digital. 
Sistem digital telah meningkatkan transparansi 
melalui fitur pelacakan perkara secara daring. 
Sekitar 80% responden menyatakan bahwa 
mereka dapat memantau perkembangan perkara 
tanpa harus mengunjungi pengadilan secara 
langsung, yang sebelumnya menjadi kendala 
besar terutama bagi masyarakat di wilayah 
terpencil. 

Sebagian besar aparat peradilan 
menyatakan bahwa digitalisasi membantu mereka 
dalam mengelola perkara secara lebih 
terorganisir. Namun, mereka juga mengeluhkan 
minimnya pelatihan dan pendampingan teknis, 
terutama pada fase awal implementasi. 
 
Diskusi 

Hasil penelitian ini menguatkan temuan 
Nugroho et al. (2020), yang menyatakan bahwa 
digitalisasi sistem peradilan mampu 
meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, 
penelitian ini memperluas fokus dengan menyoroti 
secara lebih spesifik dampak digitalisasi terhadap 
akses keadilan masyarakat di wilayah terpencil. 
Berbeda dengan (Satria and Dewi 2021), yang 
hanya mencatat adanya kesenjangan digital, 
penelitian ini mengidentifikasi secara kuantitatif 
bahwa 70% masyarakat rural menghadapi 
kendala utama berupa akses internet yang buruk 
dan literasi digital yang rendah. 

Sementara itu, temuan penelitian ini juga 
mendukung riset (Sihombing 2021), yang 
menyebutkan bahwa digitalisasi meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 
Penelitian ini menambahkan data empiris bahwa 
80% responden merasa lebih percaya terhadap 
transparansi perkara yang dikelola secara digital 
dibandingkan dengan sistem manual. 

Penelitian (Haris 2023) menekankan 
pentingnya regulasi yang mendukung digitalisasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun 
regulasi terkait e-Court telah ada, implementasi di 
lapangan belum maksimal, terutama di wilayah 
yang minim infrastruktur. Hal ini menunjukkan 
bahwa kebijakan digitalisasi harus disertai dengan 
pemerataan infrastruktur teknologi dan pelatihan 
aparat. 

Analisis temuan pada penelitian ini bahwa 
Digitalisasi administrasi peradilan terbukti 
memberikan manfaat nyata, terutama dalam hal 
efisiensi dan transparansi. Namun, penelitian ini 
juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar 
adalah inklusivitas. Ketimpangan akses digital di 
Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih 
menjadi penghambat utama dalam mewujudkan 
keadilan yang merata. Selain itu, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun sistem digital 
memberikan peluang besar bagi peningkatan 
akuntabilitas, keberhasilannya sangat bergantung 
pada kemampuan aparat peradilan dan 
masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. 
Faktor lain yang menjadi kendala adalah 
kurangnya integrasi antara sistem digital dengan 
sistem manual yang masih digunakan di beberapa 
pengadilan. 

Kontribusi baru penelitian ini memberikan 
kontribusi baru dengan menawarkan kerangka 
analisis yang mengaitkan antara kesenjangan 
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digital dengan dampaknya terhadap akses 
keadilan secara lebih mendalam. Selain itu, 
penelitian ini memberikan data empiris tentang 
tingkat adopsi dan tantangan di lapangan, yang 
sebelumnya belum banyak dibahas dalam 
penelitian terdahulu. 

Sehingga dengan demikian peneliti 
memiliki beberapa rekomendasi yang perlu 
dilakukan diantaranya Peningkatan Infrastruktur: 
Pemerintah perlu mempercepat pembangunan 
infrastruktur internet, terutama di wilayah rural. 
Pendidikan Literasi Digital: Diperlukan program 
pelatihan untuk meningkatkan literasi digital 
masyarakat, khususnya di daerah terpencil. 
Penguatan Regulasi dan Integrasi: Regulasi yang 
mendukung implementasi digitalisasi harus 
disertai dengan panduan teknis yang jelas dan 
integrasi sistem manual-digital untuk memastikan 
kelancaran transisi. Pendampingan Teknologi 
untuk Aparat Peradilan: Pemerintah perlu 
menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat 
peradilan agar lebih siap dalam mengelola sistem 
digital. 

 
4. SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 
digitalisasi administrasi peradilan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap peningkatan 
efisiensi, transparansi, dan akses keadilan 
masyarakat di Indonesia, meskipun menghadapi 
tantangan besar dalam implementasinya. Hasil 
penelitian memberikan kesimpulan bahwa 
Digitalisasi administrasi peradilan, melalui 
penerapan e-Court dan e-Litigation, telah berhasil 
memangkas rata-rata waktu penyelesaian perkara 
hingga 30% di pengadilan-pengadilan yang telah 
mengadopsi sistem ini. Data juga menunjukkan 
peningkatan jumlah perkara yang diproses secara 
elektronik sebesar 45% dalam tiga tahun terakhir, 
yang menandakan bahwa digitalisasi mampu 
mempercepat proses hukum dibandingkan sistem 
manual. Sistem digital memberikan akses kepada 
masyarakat untuk memantau perkembangan 
perkara secara daring, yang sebelumnya sulit 
dilakukan. Sekitar 80% responden mengaku 
merasa lebih percaya terhadap transparansi 
perkara yang dikelola secara digital. Hal ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 
Setiawan dan Yuliana (2022), namun penelitian ini 
menambahkan data empiris bahwa transparansi 
juga mampu meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap sistem peradilan. Meskipun digitalisasi 
membawa banyak manfaat, penelitian ini 
mengungkapkan tantangan besar berupa 
kesenjangan digital. Sekitar 70% masyarakat di 
wilayah rural melaporkan kendala dalam 
mengakses layanan peradilan berbasis digital 
akibat keterbatasan infrastruktur internet dan 

rendahnya literasi digital. Hal ini menunjukkan 
bahwa manfaat digitalisasi belum dirasakan 
secara merata oleh semua lapisan masyarakat, 
yang mendukung temuan Sihombing (2021) 
tentang kesenjangan akses, tetapi menambahkan 
analisis mendalam mengenai penyebabnya. 
Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar 
aparat peradilan menyambut baik digitalisasi, 
tetapi merasa terbatas oleh kurangnya pelatihan 
dan panduan teknis dalam implementasi awal. Di 
sisi lain, masyarakat dengan literasi digital rendah 
mengalami kesulitan untuk memahami prosedur 
administrasi digital, khususnya di wilayah 
terpencil. Penelitian ini memberikan kontribusi 
dengan mengidentifikasi peluang besar yang 
ditawarkan oleh digitalisasi, termasuk efisiensi 
biaya, akses yang lebih mudah, dan peningkatan 
kepercayaan publik terhadap peradilan. Namun, 
untuk mewujudkan manfaat tersebut secara 
inklusif, diperlukan upaya strategis untuk 
mengatasi tantangan, seperti memperluas 
infrastruktur teknologi dan meningkatkan literasi 
digital. 
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